KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERALBIMBINGAN MASYARAKAT KRISTEN
KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
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TENTANG
PENETAPAN PERPANJANGAN IJIN PEYELENGGARAAN SEKOLAH MENENG AH
TEOLOGI KRISTEN SETIA MAMUJIU, PROVINSI SULAWESI BARAT

-

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DIREKTUR JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT KRISTEN,

Meanimhang v % behwe Pondidiken Dasas dan Menengah Keagamean Krisen mesupaken jenjang
pendidikan yang integral dalam Sistem Pendidikan Nasional sebagai salah satu
komponen untuk mencerdaskan kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara;

b. bahwa Sekolah Menengah Teologi Kristen (SMTK) adalah Pendidikan Keagamaan
Kristen Tingkat Menengah bertujuan mempersiapkan peserta didik memnjadi anggota
masyarakat yang memahami dan mengamalkan nilai-nilai ajacan apama Kristen
dan/atau menjadi ahli ilmu agama Kristen yang berwawasan luas, Kritis, kreatif,
inovatif, dan dinamis dalam mencerdaskan kehidupan bangsa;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu
menotapkan Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen tentang

Penctapan Perpanjangan ljin Penyelenggaraan Sckolah Menengah Teologi Kristen
Setin Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat.

Mengingat * 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang  Sistim Pendidikan Nasional
(Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2003; Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 157 Tahun 2005; Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4586);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan
Pendidikan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 Nomor
124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4769);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan

- (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran
Negara Repubfik Indonesia Nomor 4864);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 74 tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Indonesia
TNomor 4941);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan
Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2010
nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik fndonesia Nomor S50
scbagaimana telah diubah dengan Pernturan Pemerintah Nomor 66 fahun 2010
tentang Pengelolaan dan Penyelenggarann Pendidikan (Lembaran Nepara Republik
hwlonesin talun 2010 Nowor 112, Tambahan d.ombaran Wopara Republitk  Indonesin
Nomor 5157);

8. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 lentang  Pembentukan  Organisasi
Komonterian Negara scbagaimana tolah diubal beberape kali terakhir dengan
Peraturan  Presiden Nomor 55 Tahun 2013 Tentang Perubahan keempat atas
Peraturan Presiden No. 47 Tahun 2009




